


































































LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023 
 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 27 

 

52  26/G/2023/PTUN.SRG  

53  29/G/2023/PTUN.SRG  

54  32/G/2023/PTUN.SRG  

55 15/G/2023/PTUN.SRG   

56 36/G/2023/PTUN.SRG   

57  24/G/2023/PTUN.SRG  

JML 24  Perkara 31 Perkara 2 Perkara 

 

1. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 37 

perkara. 

2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 16 

perkara. 

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali (PK) 14 perkara. 

 

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 

1. Pos Bantuan Hukum 

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan 

tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, 

konsultasi dan advice hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

Serang dalam rangka pemertaaan akan akses dan pelayanan peradilan bagi 

masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu 

program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh 

negara. 

Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan 

kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah layanan dalam 

DIPA sebanyak 288 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp32.900.000,- dan 

target volume sebanyak 96 orang yang seluruhnya dibiayai dari anggaran 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-05) Pengadilan Tata Usaha 

Negara Serang. 




































































































































































